Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2, Hlm: 176-185, Juli 2016
Artikel ini tersedia di website: http://journal.umy.ac.1d/index.php/ai

DOI: 10.18196/5a1.2016.0053.176-185

Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di
Indonesia: Efek Moderasi dar Kinerja

Kurniatul Mudhofar® & Afrizal Tahar

Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JIn. Lingkar Selatan, Kasithan, Bantul, D. I. Yogyakarta

ARTICLEINFO ABSTRACT

Article history:

received 3 Mar 2016
revised 27 Mei 2016
accepted 5 Jun 2016

The purpose of this study 1s to examine the effect of fiscal decentralization which 1s
proxied by independence of local government, dependence on the central government,
effectiveness of regional revenue realization, and performance toward local government
financial reporting accountability. The sample using 698 district/city are listed in the Dirjen

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementrian Dalam Negeri. The analysis
technique used for Hypotheses testing 1s ordinal logistic regression. The results reveal
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independence of local government and performance influence degree of local government
financial reporting accountability. Two variables 1.e. dependence on the central
government and effectiveness do not influence local government financial reporting
accountability. While the performance as the moderating variable only influence on the
relationship between dependence on the central government and local government
financial reporting accountability and has no influence on the relation between region's

autonomy relation and local government financial reporting accountability.
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PENDAHULUAN

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal pada
dasarnya merupakan instrumen yang digunakan
dalam penyelenggaraan pembangunan negara dan
bukan tuyjuan bernegara itu sendiri. Instrumen im
digunakan agar pencapaian tujuan bernegara, yaitu
kesejahteraan masyarakat dapat tercapar dengan
mudah. Usaha untuk mencapar tuyjuan tersebut
dilakukan pada tingkatan pemerintahan yang paling
dekat dengan masyarakat, yaitu Pemerintah Daerah
(Pemda), sehingga diharapkan Kkebyakan fiskal
daerah akan benar-benar sesuai dengan aspirasi,
kebutuhan, dan prioritas daerah (Nota Keuangan
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanmja
Negara, 2011).

Sistem  desentralisast di  Indonesia mulai
diberlakukan semenjak dikeluarkannya Undang-
undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang
Nomor 25 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat dan Daerah. Implementasi
otonomi  daerah 1m  menimbulkan  berbagai
permasalahan karena daerah memiliki kapasitas dan
kemampuan yang berbeda-beda baik dar sisi

keuangan, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas
sumber daya manusia (Syahrudin, 2006). Perbedaan
kemampuan im menyebabkan adanya Pemda yang
mengalam kemajuan pesat dan ada juga Pemda yang
justru - mengalami  kemunduran sehingga harus
dibantu aspek finansialnya oleh pemerintah pusat.
Fontanella dan Rossieta (2014) menemukan
bahwa kinerja Pemda mengalami peningkatan yang
dapat dilihat dari penurunan jumlah Pemda yang
tidak melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemda
(LPPD) dan peningkatan indeks kinerja Pemda
kabupaten/kota di Indonesia. Hal i mengindi-
kasikan bahwa tata kelola penyelenggaraan peme-
rintah  kabupaten/kota di  Indonesia mengalami
perbaikan. Moisiu  (2013) menemukan adanya
beberapa pemerintahan di berbagai negara justru
melakukan tindakan korupsi paska implementasi
desentralisasi fiskal. Hal in1 mengindikasikan adanya
kesenjangan prakukal (practical gap) atau anomali
dari tujuan diberlakukannya otonomi pemerintahan.
Kondisi im juga terjadi di Indonesia, dimana paska
era otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan
diwarna  dengan meningkatnya kasus korupsi
penyalahgunaan keuangan negara. Hal ini menjadi
hal penting untuk ditelit dalam rangka menjawab
pertanyaan apa sebenarnya yang terjadi pasca
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implementast desentralisasi fiskal Pemda di Indo-
nesia.

Berdasarkan permasalah yang telah diuraikan di
atas, penelitan i akan mengwl pengaruh
desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabi-
litas pelaporan keuangan Pemda di Indonesia.
Peneliian i mengacu pada penelitan Fontanella
dan Rossieta (2014) yang meneliti pengaruh desen-
tralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas
pelaporan keuangan Pemda di Indonesia. Mereka
menemukan bahwa desentralisasi fiskal dalam
bentuk tingkat kemandinan daerah dan kinerja
penyelenggaraan pemerintah  berpengaruh  positif
terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pela-
poran keuangan Pemda. Secara parsial terkait peran
moderasi kinerja, ditemukan bahwa kinerja penye-
lenggaraan Pemda memperlemah pengaruh negatif
tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat
terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pela-
poran keuangan dalam bentuk opini audit yang baik.

Berbeda dengan peneliian Fontanella dan
Rossieta  (2014), penelitan i1 menambahkan
variabel rasio efektivitas realisasi Pendapatan Ash
Daerah (PAD) yang merupakan salah satu instrumen
dari  desentralisasi fiscal dan merubah tahun
penelitian menjadi 2012-2013. Penambahan variabel
dan tahun mi diharapkan dapat memperkuat hasil
dari  peneliian  sebelumnya.  Penelitan  in1
diharapkan dapat member1 gambaran kepada
masyarakat mengenai dampak desentralisasi fiskal
pada akuntabilitas laporan keuangan, sehingga
masyarakat ikut aktif berperan dalam mengawasi
penyelenggaraan  desentralisasi  atau  otonomi
pemerintahan.

TINJAUAN LITERATUR DAN
PERUMUSAN HIPOTESIS

Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Penyelenggaraan
Pemda

Implementasi Undang-undang Nomor 22/1999
dan Undang-undang Nomor 25/1999 pada bulan
Januari  tahun 2001  menumukkan  adanya
transformasi tata pemerintahan Indonesia dari sen-
tralisasi menuju desentralisasi. Penetapan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 memperluas
wewenang Pemda tngkat II, sedangkan penetapan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah,
sehingga otonomi daerah bisa menjadi formula
terbatk untuk meningkatkan kesejahteraan pendu-
duk lokal melalm berbagar efek multiplier dari
desentralisasi yang diharapkan bisa terwujud.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(EPPD) dilakukan dengan menggunakan sumber
utama Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah (LPPD) yang memuat informasi tentang
penyelenggaraan Pemda selama satu tahun anggaran
(Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008).
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
LPPD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi LPPD kepada masyarakat,
vang harus dilaporkan oleh pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota yang dinilai oleh Kementrian Dalam
Negeri dan diberikan Skor serta Peringkat.

Desentralisasi fiskal diharapkan memberikan
efek positif yaitu peningkatan kinerja Pemda
(Fontanella dan Rossieta, 2014). Namun, mengacu
pada hasil peneliian Moisiu (2013), desentralisasi
fiskal bisa saja menyebabkan pengaruh negatif, yaitu
meningkatnya korupsi dan penyelewengan penggu-
naan uang negara. Sehingga, akuntabilitas di instansi
Pemda perlu diperkuat dan mengkaj aspek apa yang
diduga akan berpengaruh terhadap akuntabilitas di
lingkungan Pemda. Berdasarkan argumen tersebut,
maka penelitian i penting untuk dilakukan. Aspek
desentralisasi fiskal yang digunakan dalam penelitian
i1 mengacu pada penelitian Fontanella dan Rossieta
(2014) yakni kemandrian daerah, ketergantungan
pada pemerintah pusat dan efektivitas realisasi PAD.

Desentralisasi Fiskal dan Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan Daerah

Syahrudin (2006) menyatakan bahwa desen-
tralisasi fiskal mampu memngkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah. Peningkatan pertumbuhan eko-
nomi disebabkan oleh desentralisasi fiskal yang
memberikan kesempatan kepada daerah untuk
membangun kemandirian dalam memperoleh pen-
danaan. Pendanaan sendir akan dapat diterima oleh
penyedia dana (nvestor dan kreditur) jika Pemda
memiliki akuntabilitas yang baik. Sehingga, dengan
demikian akuntabilitas merupakan suatu aspek yang
harus dyalankan oleh Pemda. Sejalan dengan
penelitian tersebut, Sidik (2002) mengungkapkan
bahwa desentralisasi  meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam peng-
ambilan keputusan di tingkat daerah. Fontanella dan
Rossieta (2014) menemukan kemandirnian daerah
berpengaruh  positif secara signifikan terhadap
akuntabilitas  pelaporan keuangan Pemda. Hal
tersebut dilihat dart semakin membaiknya opini
audit Pemda yang memiliki kemandirian dari tahun
ke tahun. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipo-
tesis pertama yang dirumuskan adalah sebagai
berkut:
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H:: Kemandirian daerah berpengaruh positif terha-
dap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda.

Desentralisasi  fiskal secara umum mempe-
ngaruhi kemungkinan daerah memiliki akuntabilitas
pelaporan keuangan yang tinggi, khususnya jika
dilihat dari aspek kemandirian daerah dan keter-
gantungan terhadap pemerintah pusat (Fontanella
dan Rossieta, 2014). Pada kondisi mandin dan
ketergantungan pada pemerintah pusat suatu Pemda
rendah, seharusnya Pemda akan lebih mampu
dalam menjalankan aktivitas keuangannya sendiri,
seperti mengatur dan menggali potensi keuangan,
penganggaran dan  pengalokasian. Lay (2001)
menegaskan bahwa ketika Pemda mendapatkan hak-
haknya sebagai penyelenggara pemernntahan di
daerah dan tidak bergantung pada aturan dan ban-
tuan dart pemerintah pusat, hal itu akan memung-
kinkan terjadinya pengelolaan potensi daerah yang
berbasis kultural secara lebih baik dan progresif.
Model pemerintahan desentralisasi dalam bentuk
pemberian kewenangan kemandirian pengelolaan
daerah 1 diyakim dapat memberikan pelayanan
umum secara lebih efektf dalam meningkatkan
kesejahteraan rakyat di daerah.

Kurniasth (2011) menemukan bahwa
penyerahan proses pengambilan keputusan ke
tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan mas-
yarakat berpengaruh langsung pada program pelaya-
nan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan
oleh pemerintah, sehingga berpengaruh terhadap
peningkatan kualitas dan akuntabilitas laporan
keuangan daerah. Hal i adalah bentuk adanya
kemungkinan tanggung jawab darn suatu Pemda atas
kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan dan
pelaporan  kinerja. Dengan  demikian, dapat
dikatakan bahwa semakin mandiri suatu Pemda,
maka semakin rendah tingkat ketergantungan pada
pemerintah pusat dan semakin baik akuntabilitas
yang akan diupayakan oleh Pemda tersebut.
Berdasarkan argumentasi yang diuraikan tersebut,
maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H.: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat
berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pela-
poran keuangan Pemda.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian
adalah capaian dar sejauh mana Pemda dapat
merealisasikan Pendapatan Ashi Daerah (PAD) yang
sudah dianggarkan. Hal i1 menggambarkan sejauh
mana kemampuan daerah dalam menggali sumber-
sumber pendapatan dan memaksimalkan potensi
pendapatan yang digunakan untuk memobilisasi
kegiatan kepemerintahan. Moisiu (2013)
menunjukkan  bahwa perluasan otonomi fiskal

daerah bertujuan untuk  mengatur dan
mengumpulkan pajak dan biaya Pemda secara man-
dirl. Sejalan dengan konsep teorl pensinyalan yang
menjelaskan bahwa suatu entitas akan cenderung
untuk melakukan penyampaian laporan kinerjanya
apabila capaian kinerja tersebut masuk dalam
kategori bagus (Williams, 2001; Aida dan Rahma-
wati, 2015). Hal mi dapat dilihat sebagai upaya
pencitraan untuk menunjukkan legiimasi poliik
agar suatu entitas dipandang baik (Meyer, 1979;
Fennell, 1980; Sofyam dan Akbar, 2013; 2015).
Berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis
ketiga yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H:: Efektivitas berpengaruh positif terhadap akun-

tabilitas pelaporan keuangan Pemda.

Hubungan Kinerja Penyelenggaran Pemda dengan
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda

Semakin baik kinerja penyelenggaraan Pemda,
maka semakin tinggl kemungkinan daerah tersebut
memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang
tinggi dalam bentuk opini audit yang baik (Fontanella
dan Rossieta, 2014). Anggaran dengan pendekatan
kinerja adalah suatu sistem anggaran yang meng-
utamakan upaya pencapaian hasil (oufpu) dari
perencanaan alokasi biaya (inpuf) yang ditetapkan
(Syahruddin, 2006). Sejalan dengan yang dikemu-
kakan Sofyami dan Akbar (2013; 2015), ketika
kinerja suatu Pemda bak, maka terdapat kecen-
derungan untuk memberikan akuntabilitas yang
baik. Hal imi menurut Meyer (1979) dan Fennell
(1980) adalah bentuk legitimasi politik agar Pemda
dilihat sebagar entitas yang memiliki perhatian
kepada konsep pemerintahan yang bak (Good
Governmeni). Berdasarkan argumen tersebut, maka
hipotesis keempat yang diajukan adalah sebagai
berkut:

H. : Kinerja penyelenggaraan Pemda berpengaruh
positif terhadap akuntabilitas pelaporan keua-
ngan daerah.

Efek Moderasi Kinerja atas Hubungan Kemandirian
Daerah dan Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat
dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda

Desentralisasi fiskal mewajibkan akuntabilitas
yang lebih besar sehinga memerlukan adanya ruang
otoritas dan pengambilan keputusan Pemda yang
otonom. Dengan menjadi daerah-daerah otonom,
Pemda akan lebih mampu meningkatkan kinerja
mereka dan melaksanakan proyek-proyek tambahan
untuk tyuan pengembangan daerah (Innocentsa,
2011). Fontanella dan Rossieta (2014) menyatakan
bahwa dalam hubungan Kketergantungan pada
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pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan terdapat efek moderasi darl unsur kinerja.
Hal i1 karena kinerja dimlai dapat memperkuat
keinginan untuk menunjukkan akuntabilitas yang
lebih baik ketika suatu Pemda mendapatkan
kemandirian dari pemerintah pusat. Berdasarkan
argumen tersebut, maka diajukan hipotesis kelima
sebagai berikut:
Hs: Kinerja memiliki peran sebagai pemoderasi dari
hubungan kemandirian daerah dengan akunta-
bilitas pelaporan keuangan Pemda.

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam
melaksanakan  otonominya dapat dilihat dan
kemampuan keuangan daerah untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Kondisi
i adalah cerminan dari tngkat ketergantungan pada
pemerintah  pusat.  Semakin  keal  proporsi
pendapatan daerah yang bersumber dari transfer
pemerintah pusat, atau semakin besar PAD suatu
daerah, maka hal i1tu akan berdampak pada
kelancaran memobilisasi dari dana penyelenggaraan
Pemda (Anansyah er al, 2004). Selanjutnya,
penyelenggaraan  Pemda vyang lancar, akan
mendukung untuk terciptanya akuntabilitas yang
batk. Hal mi dikuatkan oleh hasil penelitian
Fontanella dan Rossieta (2014) yang menyatakan
bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat
berpengaruh  negatif  terhadap  akuntabilitas
pelaporan keuangan Pemda. Hubungan mi akan
semakin diperkuat jika Pemda yang sudah adak
bergantung kepada pemenntah pusat memiliki
kinerja yang baik. Hal im sejalan dengan konsep
teor1 pensinyalan yang mengemukakan bahwa entitas
akan cenderung  melakukan  penyampaian
akuntabilitas yang lebih baik ketika entitas tersebut
memiliki kinerja yang baik (Wilhams, 2001; Aida
dan Rahmawati, 2015). Berdasarkan argumen
tersebut, maka diajukan hipotesis keenam sebagai
berikut:

H:: Kinerja menmuliki peran sebagai pemoderasi dari
hubugan ketergantungan pada pemerintah pusat
dengan akuntabilitas pelaporan keuangan
Pemda.

METODE PENELITIAN
Sampel dan Obyek Penelitian

Sampel penelitian ini adalah seluruh Pemda
yvang ada di Indonesia. Teknik pemilihan sampel
adalah purposive sampling (lihat tabel 1). Objek
dalam penelitan im adalah data realisasi anggaran
Pemda di Indonesia tahun 2012-2013 yang tersedia

pada website Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat
dan  Daerah  Kementerian  Dalam  Neger.
Penggunaan periode inmi karena periode sampai
dengan 2012 sudah ditehti oleh peneliti lain. Selain
itu, sebenarnya penelitan akan dilakukan sampai
data per 2014. Namun, ketika survey data dilakukan,
ditemukan banyak Pemda yang belum melaporkan
data 2014 ketika penelitan i dilakukan. Oleh
karenanya, data yang digunakan cukup 2012-2013.
Periode data dua tahun ini juga dinilar sudah cukup
dalam menguji validitas hasil penelitan dengan
sampel miimal 30.

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel
Full Sampel

Sub Sampel

No Keterangan

2012 2013 2012 2013

Pemermtah

Kabupaten/Kota

seluruh

Indonesia.

Pemermtah

Kabupaten/Kota

yang data

2 realisasi
anggaranya
tersedia
(full sampel)
Pemerintah
Kabupaten/Kota
yang

g me nyampaikan i i 331
Laporan
Penyelenggaraan
Pemda (LPPD)
(sub sampel)

4 Total Sampel

530 539 530 539

349 349 - -

340

349 349 331 340

Berdasarkan purposive sampling diperoleh 698
kabupaten/kota yang masuk dalam kategori full
sampel  (Kabupaten/Kota yang data realisasi
anggaranya tersedia di website Dirjen Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Dalam
Neger selama tahun 2012-21038 baik menyampaikan
Laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) maupun
tidak dan 671 kabupaten/kota yang masuk Kategorl
sub sampel (Kabupaten/Kota yang data realisasi
anggaranya tersedia di website Dirjen Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Dalam
Neger1 selama tahun 2012-2103 yang melaporkan
Laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) vyang
diberikan skor oleh Kementrian Dalam Negerl.

Jenis Data

Data pada penehtian 1 adalah data sekunder
yang didapat dari Realisasi Anggaran Pendapatan

179



Jurnal Akuntansi dan Investasi, 17 (2), 176-185, Juli 2016

dan Belanja Daerah (APBD) Pemda, Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan (IHPS), dan Evaluasi Kinerja Penye-
lenggaraan Pemda (EKPPD) di Indonesia tahun
2012-2013.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan penelusuran
data sekunder melalui metode dokumentasi.
Dokumentasi  dilakukan  dengan menggunakan

sumber-sumber data dokumenter seperti laporan
realisasi anggaran, opimi audit, dan evaluasi kinerja
penyelenggaraan Pemda. Data diperoleh dengan
cara mengunduhnya di website Pemda.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dependen dan peneliian i adalah
Akuntabilitas  Pelaporan Keuangan Daerah yang
dalam penelitian im diukur dengan opini audit yang
dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(Fontanella dan Rossieta, 2014). Opim audit dalam
penelitian i1 akan diukur dengan skala ordinal yang
menunjukkan tingkatan atau peringkat mula dari
opini paling rendah sampai yang paling tinggl sebagai
berikut, 1=Tidak Menyatakan Pendapat (I'MP);
2=Tidak  Waar (TW); 3=Waar Dengan
Pengecualian (WDP); 4=Wajar Tanpa Pengecualian
Dengan Paragral Penjelas (WTP-DPP); 5=Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).

Sedangkan variabel independen pada penelitian
i adalah Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas
Penyerapan Anggaran Pemda. Desentralisasi fiskal
diukur dengan tiga proksi, yaitu tingkat kemandirian
daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah
pusat, dan efektivitas. Makin tinggi ketergantungan
pada pemerintah pusat, maka makin keal
kemungkinan daerah tersebut memuliki akuntabilitas
pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini
audit yang baik. Desentralisasi fiskal secara umum
mempengaruhi  kemungkinan  daerah  memiliki
akuntabilitas  pelaporan keuangan vyang tinggi,
khususnya jika dilihat dar1 aspek kemandirian
daerah (Fontanella dan Rossieta, 2014). Rumus dar1
variable-variabel dimaksud adalah sebagai berikut:

Kemandirian Daerah = Pendapatan Asli Daerah
(PAD)/Total Pendapatan

Ketergantungan pada Pemerintah Pusat = Dana
Alokasi Umum (DAU) + Dana Alokasit Khusus
(DAK)/Total Pendapatan

Efektivitas = Anggaran Pendapatan Ash
Daerah/Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Dalam penehtian 1m dimasukkan variabel
pemoderasi, yaitu Kinerja Pemda yang diproksikan
dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pem-

erintahan  Daerah  (EKPPD). EKPPD 1m
menggambarkan kinerja kepala daerah dalam

periode satu tahun, sehingga harus disusun oleh
orang vang berkompeten yang menyajikan
data/menggambarkan kondisi suatu daerah antara
lain:  pelaksanaan urusan wajpb dan pilihan,
pendapatan, belamja dan kondisi Satuan Kerja
Perangkat daerah (SKPD) sehingga data harus valid.
Pengukurannya sebagai berikut: (1) Full sampel:

menggunakan variabel dummy, jika Pemda
melaporkan LPPD dan diberikan skor oleh
Kemendagri, maka diber1 skor 1, jka tdak

melaporkan dan tidak diberi skor maka = 0; (2) Sub
sampel: yaitu skor kinerja yang diberikan kepada
pemerintah oleh Kemendagr dalam EKPPD.

Analisis Data

Pengujian  hipotesis penelittan menggunakan
teknik analisis regresi logistik ordinal. Penelitian ini
memiliki enam hipotesis yang akan dianalisis dengan
dua model persamaan. Model persamaan pertama
untuk menguwi hipotesis H1, H2, H3 dan H4,
sedangkan model persamaan kedua untuk menguji
hipotesis H5 dan H6.

Model persamaan pertama untuk mengui H1, H2,
H3, dan H4:

Full Sampel: OA = a0 + al KD + a2 KP + a3 EK+
a3DK + e

Keterangan:

OA: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah

KD: Kemandirian daerah

KP: Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

EK: Efektivitas

DK: Dummy Kinerja (0 = jika melporkan LPPD; 1 =
Jjika melaporkan LPPD dan diberikan skor oleh
kemendagri)

Sub Sampel: OA = a0 + al KD + a2 KP + a3 EK+
a3KI +e

Keterangan :

OA: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah
KD: Kemandirian daerah

KP: Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
EK: Efektivitas

KI: Skor Kiinerja

e: Eror
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Model persamaan kedua untuk menguji H>-H6:
OA =a0+al KD + a2 KP + a3 EK + a4 KI*KD +
ab KI'KP + e

Keterangan:

OA: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah
KD: Kemandirian Daerah

KP: Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
EK: Efektivitas

KI: Skor Kinerja

e: Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi dengan Data

Sebelum wuji regresi logistik ordinal dilakukan,
terlebih dahulu dilakukan up kecocokan data dengan
model persamaan. Dari hasil analisis pada full
sampel, diperoleh nilai Chi-square sebesar 2706,861
dengan nilar signifikanst 0,850 > 0,05 sehingga
hipotesis 0 diterima. Sementara dari analisis sub
sampel diperoleh nilar Chi-Square 2736,967 dengan
signifikansi 0,202 > 0,05 sehingga hipotesis 0
diterima. Moderast nilai  Chi-Square  sebesar
2747,793 dengan signifikansi 0,160 > 0,05 sehingga
hipotesis 0 diterima. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa data yang diperoleh memiliki
kecocokan dengan model persamaan  yang
diusulkan.

Hasil Uji Kelayakan Model (Overall Model Fit)

Dari hasil up full sampel -2 log Likelihood
diperoleh mnilai intersep 1573,101. Sedangkan
dengan memasukan variabel independen maka -2
Log Likelthood- turun menjadi 1507,828. Nilai
tersebut menunjukan penurunan sebesar 65,273 dan
signifikansi p-value 0,000 (<0,05). Adapun hasil dari
-2 Log Likelthood untuk sub sampel diperoleh nilai
mtersep 1489,610. Sedangkan dengan memasukan
variabel independen maka -2 Log Likelithood turun

Tabel 2. Parameter Estimates- Full Sampel

menjaci  1381,467. Nilai tersebut menunjukan
penurunan sebesar 108,143 dan signifikansi pada p-
value 0,000 (< 0,05). Untuk hasil analisis moderasi,
hasil dart wi -2 Log Likelihood diperoleh intersep
1489,610. Sedangkan dengan memasukan variabel
independen maka -2 Log Likelihood turun menjadi
1381,046. Hasil tersebut menunjukkan penurunan
sebesar 108,564 dan signifikansi pada p-value 0,000
(< 0,05). Hasil tersebut menunjukan bahwa model
dengan variabel bebas lebih baik dart pada model
tanpa variabel bebas.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Nila koefisien determinasi model regresi dari
ujl  nagelkerke adalah sebesar 0,100 untuk full
sampel dan 0,167 untuk sub sampel. Hal i
menjelaskan bahwa variabel dependen opini audit
yang digunakan dalam model 109 (full sampel) dan
16,7% (sub sampel) dapat dijelaskan oleh variabel
imndependen yaitu kemandirian daerah, ketergan-
tungan pada pemerintah pusat, efektivitas, kinerja.
Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel - variabel
lain yang diluar model penelitian.

Hasil Uji Pararel Lines

Up  Parallel Lines bertuyjuan untuk melihat
apakah asumsi bahwa semua kategort memiliki
parameter yang sama atau tidak dan mla yang
diinginkan adalah tdak signifikan yaitu p > 0,05.
Dart hasil analisis statistik, ditemukan nilai p sebesar
0,172 (> 0,05) yang berarti model yang digunakan
cocok. Darn semua hasil uji pra hipotesis i dapat
disimpulkan bahwa wuji hipotesis dapat dilakukan

karena semua asumsi yang diharapkan sudah
terpenuhi.
Hasil Uji Hipotesis

Hasil  pengujian hipotesis  yang dilakukan

dengan analisis regresi logistik ordinal dapat disimak
pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4. Variabel

Estimate Std. Error  Wald  Df Sig. mﬁ?ggunfgenffpﬁfgfm .
[OA-1] 1857 608 9.5 I 002 3,049 665
ey 10A=2] <1716 607 7,990 1 005 9,906 596
) [OA = 3] 1,477 ,605 5,949 1 ,015 ,290 2,663
[OA = 4] 2,253 ,609 13,663 1 ,000 1,058 3,447
KD 032 008 15304 1 000" 016 047
Location KP 012 005 6.975 | 019" C099 2003
‘ EK  -001 001 1,088 | 997 004 001
DK ,970 ,402 5,815 1 ,016™ ,182 1,758

*signifikan pada alpha 0,05
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Tabel 3. Parameter Estimates-Sub Sampel

95% Confidence Interval
Estimate Std. Error ‘Wald df Sig. Lower Bound Upper Bound

Threshold [OA = 1] ,246 ,612 ,162 1 ,687 -,953 1,445
[OA =2] ,394 ,011 416 1 ,019 -,803 1,592

[OA = 3] 3,892 ,639 37,149 1 ,000 2,641 5,144

[OA = 4] 4,700 ,646 52,982 1 ,000 3,434 5,965

Location KD ,032 ,008 15,080 1 ,000* ,016 ,048
KP -,002 ,005 ,197 1 721 -012 ,009

EK ,000 ,002 ,021 1 ,886 -,004 ,004

KI 1,085 ,141 53,918 1 ,000* ,759 1,311

*signifikan pada alpha 0,05

kemandirian daerah memiliki nilai koefisien regresi
sebesar 0,032 dengan signifikansi sebesar 0,00 <
alpha (0,05) pada pengujian sub sampel nilai
koefisien regresi sebesar 0,032 dengan signifikansi
sebesar 0,00 < alpha (0,05). Dari  hasil pengujian
full sampel dan sub sampel dapat disimpulkan
bahwa kemadirian daerah berpengaruh positf
terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, maka
hipotesis 1 terdukung. Sementara, variabel keter-
gantungan pada pemerintah pusat memiliki nilai
koefisien regresi sebesar -0,012 dengan signifikansi
sebesar 0,012 < alpha (0,05) dan pada pengujian sub
sampel nilai koefisien regresi senilai -0,002 dengan
signifikansi 0,721 > alpha (0,05). Karena milai
signifikansi  lebih besar dari pada 0,05, maka
hipotesis 2 tidak terdukung.

Hasil wi hipotesis ketiga full sampel variabel
efektivitas memuiliki nilai koefisien regresi -0,001
dengan signifikansi sebesar 0,297 > alpha (0,05),
sementara pada pengujian sub sampel nilai koefisien
regresi 0,000 dengan signifikansi sebesar 0,886 >
alpha (0,05) dari kedua pengujian full sampel dan
sub sampel dapat disimpulkan bahwa efektvitas
tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan, maka hipotesis 3 tidak terdukung.
Adapun hasil up hipotesis keempat full sampel,
variabel kinerja penyelenggaraan Pemda memuiliki
nilai  koefisien regresi sebesar 0,970 dengan
signifikansi sebesar 0,016 < alpha (0,05), dan pada
pengujian sub sampel (diukur dengan skor Laporan

Tabel 4. Parameter Estimates-Pengujian Efek Moderasi

Penyelenggaraan Pemda (LPPD) yang diberikan
oleh Kemendagr) nilai koefisien regresi sebesar
1,036 dengan signmfikansi sebesar 0,00 < alpha (0,05).
Dari kedua pengujian full sampel dan sub sampel
dapat disimpulkan kinerja penyelenggaran pemda
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan, maka hipotesis 4 terdukung.

Pada pengujian variable kinerja sebagar pemo-
derasi, ditemukan hasil nilai koefisien regresi sebesar
0,010 dar1 variabel kinerja sebagai pemoderasi
dengan signifikansi sebesar 0,334 > alpha (0,05).
Dari hasil uji tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa kinerja tidak memiliki kemampuan memo-
derasi atas hubungan kemandirian daerah terhadap
akuntabilitas pelaporan keuangan. Dengan demikian
maka hipotesis 5 tidak terdukung. Selanjutnya, dari
hasil analisis statistik, diperoleh mnilai  koefisien
variabel kinerja sebagai pemoderasi senilai 0,014
dengan signifikansi sebesar 0,00 < alpha (0,05). Dar1
hasil i dapat disimpulkan bahwa kinerja memiliki
kemampuan memoderasi atas hubungan ketergan-
tungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas

pelaporan  keuangan. Dengan demikian maka
hipotesis 6 terdukung.
Diskusi

Berdasarkan pengupan yang telah dilakukan
terhadap beberapa hipotesis dalam penelittan 1ni,

Estimate  Std. Error Wald  df  Sig. mﬁ?gg&‘fgengpﬁfgfm .
[OA =1] -2,200 ,007 18,842 1 ,000 -3,193 -1,206
Threshold [OA = 2] -2,051 ,005 16,511 1 ,000 -3,041 -1,062
: [OA - 3] 1450 1196 8,553 003 A78 9,199
[OA = 4] 2,257 ,003 20,164 1 ,000 1,272 3,243
KD 009 097 124 | 795 043 062
KP 2034 007 93416 I 000 048 2020
Location EK ,001 ,002 ,082 1 774 -,003 ,004
KI_KD 010 010 939 I 334 2010 031
KL KP 014 002 87478 L0000 009 018

*signifikan pada alpha 0,05
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ditemukan bahwa kemadirian daerah berpengaruh
terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda.
Pemda yang memiliki tingkat kemandirian tinggi
dinilai dapat membiayai kegiatan belama dan opera-
sional secara mandiri, sehingga akan memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang
publik. Hasil penelitan konsisten dengan penelitian
yang dilakukan Fontanella dan Rossieta (2014).

Sementara, dari hasil pengujian hipotesis dite-
mukan bahwa ketergantungan pada pemerintah
pusat tidak berpengaruh negatif terhadap akun-
tabilitas  pelaporan  keuangan Pemda. Hasil
penelitian im tidak sejalan dengan penelitan yang
dilakukan oleh Zaky (2015) dan Nurdin (2015) yang
menyatakan tingkat ketergantungan kepada peme-
rintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja
Pemda. Alasan yang dapat menjelaskan situasi ini
adalah masih banyak Pemda yang dianggap belum
mandirt atau tidak mampu membiayai kegiatan
belanja maupun operasionalnya. Hal i1 dapat dite-
mui dari banyaknya jumlah Pemda yang sebagaian
besar pendapatan daerah berasal darn dana transfer
pemerintah pusat. Hal tersebut berkaitan dengan
kurangnya kemampuan dan kewenangan daerah
dalam menggali sumber-sumber pendapatan untuk
mengurangl tingkat ketergantungan pada pemerintah
pusat.

Untuk hasil uji hipotesis 3, ditemukan efekti-
vitas realisasi PAD tidak berpengaruh terhadap
akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda. Hasil 1m
bisa jadi dikarenakan dalam pencapaian PAD
terdapat karena dalam prosesnya banyak hal-hal
yang mempengaruhi realisast PAD seperti kesiapan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perubahan
kebyakan dan kepentingan politik. Kondist 1n1
seringkali dikaitkan ~ dengan  ketidakpastian
lingkungan yang menyebabkan ambiguitas kerja dan
akan mempengaruhi akuntabilitas Pemda (Wijaya
dan Akbar, 2013). Dari pengujian hipotesis 4
ditemukan bahwa kinerja penyelenggaraan Pemda
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan Pemda. Kinerja penyelenggaraan Pemda
mencerminkan capaian kinerja yang dilaksanakan
oleh Pemda, selain 1itu juga menggambarkan
efisiensi, efektivitas, penghematan, dan produktivitas.
Penyelenggaraan kinerja yang bailk menggambarkan
adanya orientasi dari Pemda untuk menuju kepada
good government. Artinya, semakin bak kinerja
suatu pemerintah maka semakin baik kualitas
pelaporan keuangan dan akuntabilitas Pemda. Selain
itu, hal 1 juga dapat dikorelasikan dengan adanya
upaya untuk menyampaikan informasi positif
(memberi sinyal) kepada pemangku kepentingan

bahwa Pemda memiliki kinerja yang baik, sehingga
akan ditampakkan dalam bentuk akuntabilitas
pelaporan yang baik (Williams, 2001; Aida dan
Rahmawati, 2015). Hasil penelittan in1 konsisten
dengan penelitian yang dilakukan oleh Fontanella
dan Rossieta (2014) dan Zaky (2015) yang mene-
mukan bahwa kinerja berpengaruh terhadap akunta-
bilitas pelaporan keuangan Pemda.

Pengaruh  kinerja  penyelenggaraan Pemda
dalam memoderasi hubungan kemandirian daerah
terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda
tidak terdukung. Hasil 1 sejalan dengan penelitian
Fontanella dan Rossieta (2014) yang menemukan
mteraksi antara Kemandirian Daerah dan Kinerja
tidak menunjukkan pengaruh yang sigmfikan secara
statistik terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan
Pemda. Hasil im bias jadi mengindikasikan bahwa
kamandirian daerah memiliki kekuatan lebih domi-
nan dari pada kinerja dalam mempengaruhi akun-
tabilitas pelaporan keuangan Pemda. Artinya, ketika
kinerja Pemda baik atau buruk, sejauh dia memiliki
kemandirian maka akan cenderung untuk memiliki
akuntabilitas pelaporan keuangan yang baik. Kinerja
ditemukan memiliki kemampuan memoderasi atas
hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat
terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda.
Hasil ini konsisten dengan penelitian Fontanella dan
Rossieta (2014) dan Juliawati et al. (2012), yang
menjelaskan bahwa kinerja penyelenggaraan Pemda
akan memperlemah pengaruh negatf ketergan-
tungan pada pemerintah pusat terhadap kemung-
kinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan.
Atinya, meskipun Pemda memiliki ketergantungan
terhadap dana dar pemenntah pusat, tetapr ketika
kinerja Pemda tersebut bagus, maka akuntabilitas
pelaporan keuangan Pemda akan tetap baik.

SIMPULAN

Tujuan penehtian i1 adalah untuk menguj
pengaruh desentralisasi fiskal yang diproksikan
dengan kemandirnan daerah, ketergantungan pada
pemerintah pusat, dan efekavitas realisast Penda-
patan Asli Daerah (PAD), serta kinerja penye-
lenggaraan Pemda terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan Pemda. Berdasarkan pengujian hipotesis
yang telah dilakukan ditemukan bahwa kemadirian
daerah dan kinerja berpangaruh terhadap akun-
tabilitas pelaporan keuangan Pemda. Sementara
variabel ketergantungan pada pemerintah pusat dan
efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas
pelaporan keuangan Pemda. Sedangkan Kkinerja
sebagal pemoderast hanya berpengaruh atas hubu-
ngan ketergantungan pada pemerintah pusat terha-
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dap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda dan
tidak berpengaruh pada hubungan kemandirian
daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan
Pemda. Dari hasil penelitan i maka dapat
disarankan agar akuntabilias Pemda menjadi lebih
baik, maka dorongan untuk memjadi Pemda yang
mandiri dan berkinerja harus senantiasa dilakukan.

Penelitan 1m memiliki  keterbatasan, yakni:
jangka waktu periode pengamatan hanya dua tahun,
yakni dart tahun 2012-2013, sehingga cakupan
fenomena perkembangan opini audit sebaga indi-
kator akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda
terbatas. Desentralisasi fiskal hanya diproksikan
dengan kemandinan daerah, ketergantungan pada
pemerintah pusat dan efektivitas. Sementara dalam
penelitian lain desentralisasi bisa saja diproksikan
dengan pendekatan vyang berbeda. Bagi peneliti
selamutnya diharapkan dapat menambah periode
penelitian yang lebith panjang dan memperluas objek
penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan
sehingga memperoleh hasil yang berbeda. Selain itu,
peneliti selanjutnya juga dapat memperluas cakupan
variabel independen lain yang berpengaruh terhadap
akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. Perlu juga
dipertimbangkan untuk penggunaan proksi desentra-
lisasi fiskal dalam konteks yang berbeda, atau
bahkan dalam lingkup lintas disiplin ilmu misalnya
ekonomi dan politik agar mendapatkan hasil pene-
litian yang lebih komprehensif.
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